PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbarng

Mengingal

PENGEET AN BARANG LI DAERAM
KARLPATEN TAKA AR

BUPATI TAKALAR,

Bahwa  barang Milik Daerah merupakan
kekayaan daerah yang diperoleh melalu beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
perolehan  lain  yang seh wajib  dikelolg
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparan dan katarbukaan, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilaj:

Bahwa Barang Milik Dasrah wajib dimanfaatkan
sacara efektif, efisien dan optimal dalam rangka
pelaksanzan lugas dam fungsi pemerintahian
daerah;

Bahwa sesual dengan ketentusn Pasal 81
Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tshun 2008,
bahwe pengelolaan barang milik Dasrah diatur
dalam Peraturan Daerah:

Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, ¢ perly membentuk
Peraturan Daerah tentang Fengeloiaan Barang

" Milik Daerah .

Undang-Undang Momor 29 Tahun 1935 lentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 i
Sulawesi (Lembaran Negara Rapublik Indonesia
Tahun 1855 Nomor 74; Tambahan Lembarsn
Negara Republik Indonesia Nomar 15822 %




2. Undang-Undarg Nemor 5 Tehun 1980 tantang
Peraturan  Dasa¢  Pokok-pokok Agraria
{Lembaran Megara Republik Indonasia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Naomaor 2043y

3. Undang-Undang Momor & Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian {Lembaran MNeqgara
Republik Indonesiz Tahun 1974 Momor 3a,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Momar 30413 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomar 43 Tahun 1990
tenlang Perubahan Atag Undang-Undang
Momor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3041y,

4. Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Momor 4F,
Tambahan  Lembaran MNegarz Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

' Perbendaharsan Negara (Lembaran Nagara

Republik Indenesia Tshun 2004 Momar 3,

Tambahan Lembaran Negars Repuhlik
Indonesia Momor 4355);

8  Undang-Undang MNomor 10 Tabun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan  (Lembaran Negara Fepubfik
Indonesia Tahun 2004. Mamor 53, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
43840}

7. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004
tantang Pemsrintaban Dacrah {Lembaran
Magara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomar
125, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia  Momeor 4437 sebagaimana telah
divbah dengan Undang-Uindang Nomor &
Tahun 2005 tentang Penetapan  Peraturan
Pemsrintah Pengganti Undang-Undang Marmaor
3 Tahun 2005 tentang Perubaban Atas

FENGLCLAAN BARANG MILK DAERAN
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Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan  Daerah Menjadi
Undang-Undang {Lembaran Nsgara Republik
Indanesia Tahun 2005 Nomer 108, Tambahan
Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor
4548)

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004
tentang  Petimbesngan  Kesuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dasrah
(Lembaran Megara Republik fndonesia Tahun
2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1871
fentany Penjualan  Kendarsan Perarangan
Oinas  Miik Megara {Lembaran Negarg
Republik Indonesai Tahun 197t Momor 53,
Tambahan Lembaran  MNegara Republik
Indonessi Momoe 1567);

Peraturan Pemerirtah Momor 40 Tahun 1994
tentang Rumah Megara (Lembaran MNegars
Fepublik [ndonesia Tahun 1994 Nomor 69,
Tambehan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 3578);

Pergturan Pemerintab Momor 106 Tahun 2000
tentang Pengalolzan dan Faranggungjawaban
Keuangan Daerah dalam  Pelaksanaan
Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 203, Tambahan Lernbaran Megara
Republik Indenesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah ‘Momor 2 Tahun 2001
tentang Pengamanan dan Pengaliban Barang
Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah  dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Dasrah:

Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan
{Lembaran Megara Republik Indonesiz TaRun
2005 Nomor 49, Tambehan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Momor 57 Tshun 2008
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tentang Hibah HKepada Daersh {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor
138, Tembahan Lembsran Negara Republik
Indonesia Nomar 45775

Perzturan Pemerintah Momer 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuvangan Daersh
(Lembaran Megara Republik 1ndonesia Tahun
2005 Momor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Noamor 6§ Tahun 2006
tentang Pengelalaan Barang Milik
MegaralDasrah (Lembaran MNegsra Republik
Indonesia Tahun 2006 Momor 20, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar
4608);

Perateran Pemerintah Momor 38 Tghun 2007
tentang Pembagian Urusan  Pemerntahan
antara Pemsrintah, Pemerintahan Daorah
Provingi dan Pemerintahan Dasrah Kabupaten,
Kota {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomar 82, Tambahan Lembaran
Megara Repubik indonesia Nomor 4737y

Feraturan Pemearintah Momor 41 Tahun 2007
tentang  FPedoman Organisasi  Perangkat
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Momor 89, tambahan Lombaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005
tentang Pengadsan Taneh Bagi Pelaksanaan
Pemmbangunan  untuk  Kepentingan  umum,
sebagaimana diubah dengan  Peraturan
Prasiden MNomor &5 Tahun 2008 tentang
Farubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2004 .

Keputusan Prasiden Nomor 40 Tabhun 1974
tentang Tata Cara Penjualan Rumah MNegeri;

Keputusan Presiden MNomor 81 Tahun 1982
tentang Perubahan Ates Keputusan Presiden




24,

25,

FEMGELOLAAN BARANG ML DASTAH
FABUPATEN TARALAR

Momor 134 Tahun 1974 tentang Perubaban
Panetapan Status Burab Negeri:

Keputusan Presiden Republik Indenesia Nomar
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jazsa Pemerintah
(Lembaran Megara Republik indonesia Tabun
2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Megara
Reputdik lndonesia Nomor 4330},
sebagaimana telah  diubah - terakhir dengan
Peraturan Prasiden Republik Indonesia Nomar
85 Tahun 2006 tentsng Perubahan Keempat
atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Momor 80 Tahun 2003 {entang Pedoman
Pelaksanaan Pengadasn Barang/Jasa
Pemerintah;

Feraturan Menteri Dalam Megeri Momer 7
Tahun Z006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prazarana Keria Pemerintaban Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelclaan Barang Milk Dacrah

Keputusan Menteri Dalam Negerd Nomor 153
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelotaan
Barang Dasrah yang Dipisahkan :




Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN TAKALAR
dan
BUPAT| TAKALAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAMG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, zslanjutnya disebul Femnerintah, adalah Presiden Republik
Inrdenesia yang memegang kekuasasn pemerintahan Megara ;

2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olab
pemenintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah -

3. Pamerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Dasrah sebagai unsur
penyelenggara pemerintshan daerah;

4. Bupati adalah Bupatj Takalar ;

& Dewan Parwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya dissbut DPRD adalah
Dawan Perwakilan Rakyat Deerzh Kabupaten Takalar ;

8. Sekretariz Daerah adalah Sekretaris Dasrah Kabupaten Takalar ;
7. Badan Pengelola Kesangan dan Szsel Deerah selanjutnya disebut BPKAD

adalah Badan Pengelola Keuangan dan Assst Dasrah Pemarintah Kabupaten
Takalar:

B. Satuan Kerja Perangkat Dasrah. yang selanjutnya disingkat SKPD, adalab
Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah kabupaten Takalar,

PENGELSL AAN BARANS MILIF DASRAH
FABURATEN TAMALAR




8. Pengelola Barang Milik Daesrah, ¥ang selanjutnya disebui Fengelola agalah
Pejabat yang barwenang den bertanggupg  jewab melskukan koordinasi
Fengalolaan Barang Milik Dagrah -

10, Fengguna Barang salanjutriya disebul Pengguna adalah kepala SKPD selaku
Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Dasrah ;

1. Kuaza Fengguna Barang selanjuthya disebut Kuasa Pengguna adalah bagian
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program ;

12. Barang Milik Daerah adalah semua barang varg dibeli alau dipgroleh atas
beban Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah atau peroiehan lainnya yang
gah;

13, Fembantu Pengsiola Barang Miifk Daerah selanjutnya dizebut Pembantu
Penpelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab menghkoordinasikan
Penyelenggaraan Pengelolasn Barang Milik Dasrah yang ada pada SKPD :

14. Fihak |ain adalah pihak-pihak selain SKPD -

15, Pengelolaan Barang Da=erah adalsh rangkaian kegistan dan tindzkan
terhadap barang daserah yang meliputi perencanaan, pensntuan, kebutuhan,
penganggaran, standarsasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan,
Fenyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, peEngamanan,
pemanfaatan, perubahan status hukum serla penatausahasnnya;

16. Penyirmpan Barang Milik Dasrah selanjutnya disebut Penyimpan adalah
pegawsi yang diserahi fugas untuk menedma, menyimpan, dan mengeluarkan
barang;

17. Pengurus Bsrang Milik Daerah selanjutnya dissbut Pengurus adalah pegawai
yang dizerahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian
¥ang ada di setiap SKPDY Unit Kerja:

18. Rumah Dasrah adatah rumah daerah vang dimilikif dikuasai cleh Pemerintah
Dasrah yang ditempati oleh pejabat terenty atau Pegawai Negeri Sipill
Permerintah Daerah yang ditetapkan.

1B. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis,
spesifikast serta kualitasnya:

20. Perencanaan Kebutuham adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan kesadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalamr melskukan
tindakan yang aksr datang:

FENGELOLAAN CARANE WL DAERAH
FABUPATEN TAKALAR.




21, Penentuan kebutuhar adalah kegiatsn atau findakan uniuk merumuskan
rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksankan
pemenunan kebutuhan dan atau pemesliharzan berang dastak yang
dituarigkan dalam anggaran;

22. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan |
kebutuhan barang daerah dengan memperhatiken alokasi BNggaran yang
tersadia;

23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
daerzh dan atau pemeliharaan barang daerah:

24, Penyimpanan  adalah kegietan untuk  melakukan pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan i dalam gudang atau
ruang penyimpanan lainnya;

20, Penyaluran sdalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari
gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke SKPDY unit kerja pemakai;

26. Pemeliherasn adalah kegiatan alsu tindakan yang digkukan agar semua
Larang deerah selaly delam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdayaguna dan berhasilguna;

27, Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendaliah dalam pengurusan
barang dasrah dalam bentuk fisik, administratif, pengansuranzian dan
tindakan upaya hukum

28, Penggunaan aﬂalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi instansi yang bereangkutan;

28. Femanfastan adaleh pendayagunaan barang milik dacrah yang tidak
digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk s&wa, pirjam
paka, kerjacama pemanfaatan, dan bangun serah gunaf guna serah dengan
tidak mengubah status kepemilikannya:

<0 Sewa adalah pemanfaatan barang milik dasrah olsh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

1. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunasn barang antara Pamerintah
Fusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam
jangka wakiu tertentu tanpa menerima imbalan dan setiap jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengeiola;

32. Kenjasama pemanfaztan adalah pendayagunaan berang milik daersh cleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan
Penerimasan pendapatan dacrah dan sumber pembiayaan lainnys;

PEMEEL QLA BARANG MILIK DAERAH
FABUPATEN TARALAR.
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Barang Cuna Serah adalsh peranfaztan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan! atau sarana berikut
fasilitashya, kemudien didayagunakan olsh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertefu yang telah disepakati, ntuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan atau sarama berdkut fazilitagnya selslah
berakhimye jangka walkdu;

Bangun Serah Guna adalah psmanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dand atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selessi pembangunannya diserakkan wuntuk
didayagunaan aleh pitak lFin tersebut dalam Iangka waktu ferdentu yang telah
disepakati;

Penghapusan adalan tindakan menghaspus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan sural kepulusan dari pejabal yang berwanang
untuk membebaskan Penggune dan! atau Kuasa Pengguna dant alau
Pengelola dari tanggung jawal administrasi dan fisik atas barang vang berada
dalam penguasaannys;

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
sebagai tindak lanjut dar penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;

Penjualan adalah pengalihan kepamilikan barang milik dasrah kepada pihak
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;

Tukar-menukar adalah pengaliban kepemilikan barang milik dasrah yang
dilakukan oleh Pemarintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Dasrah dengan pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk barang. paling rendah dengan
nilai seimbang;

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Dasrah, dari Pemerintah Dasah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemenntah Daerah, atau dard Pemerintah Daersh kepada pihak lain, tanpa
mempercleh penggantian;

Penyertaan medal pemerintah daarah adalah pengalihan kepemilikan barang
milik deerah yang semula marupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
manjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diparhiitungkan sebagai modalf
saham daerah pada badan usaha milik dasrah atsu badan hukum lainya yang
dimiliki daerah;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan wvang meliputi  pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan barang milik dasrah, sesuai dsngan ketentuan
varg berlaku;

KABUPATEN TasALaA,
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Inventarsasi adalah kagiatan unfuk melskukan pendatzan, pencatatan dan
pelaporan hasil pendataan barang milik dagrah,

Fenilaian edalah susiu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan
pada datal fakia yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/!
teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

Daftar Barang Pengguna. yang selanjuthys disingkat dengan DBP, adalah
daftar yang memuat data barang yang digunskan sleh masing-masing
Pangguna;

Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnys disingkat dengan DEKP,

adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing
Kusza Pengguna.

Pas=al 2

Pengelolaan Barang Mifk Daersh sabagai bagian dari Pengelolaan Keuangan
Daerah yang dilaksanakan secars terpicah ded Fengelolaan Barang Milik Negara.

!

{2}

(1]

(2

PENGEOLAAN TARARE ML IF DAERAH
FABUFATEN TAKALAR,

Pasal 3

Barang milik dasrah meliputi ;

8. Barang yang dibeli atsu diperoleh atas beban APBD : dan
b. Barang yang berasal dar perolshan lainnya yang sah,

Bareng sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;

Barang yang diperoleh dari hibah/ surmbangan atau Yang s8jenis
Barang yang diperoleh =ebagai pelaksanaan dari pefjanjian kontrak :
Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang ; atau

Barang vang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mermpereleh kekoatan hukum tetap.

a0 oo

Pazal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, afisiensi, skuntabilitas, dan
kepastian nilai.

Pengelolaan barang milik daerah maliputf :




Perencanaan kebutuhan dan penganggaran:
Fangadaan; e
Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;
Fenggunaarn;

Penatausahaan;

Pemanfaatan;

Pengamanan dan pemeliharaan:

Fenilaiar;

Panghapusan;

Pemindahtanganan;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
Pembiayaan; dan

m. Tunbtan ganti rugi.

FTTEG Mg an o

BAB I}
MAKSUD DAN TUIUAN

Fasal 5

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk

8. Mengamankan barang milik dagrah;

b. Menyeragamkan langkah-langkah dan findakan dalam pengelolaan barang
rmilik dagrah;

C.  Membarikan jaminan kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal &

Tujuen pengelofaan barang milik dasrah adalsh untuk -
8. Menunjang kelancaran pelaksanaan penysianggaraar: pemerintahan  dan

pembangunan daarah;
b, Termujudnys akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
¢ Terwujudnya pangelodasn barzang milik daerah yang terib, efektif dan afisien.
BAB IIf
PEJABAT PEMNGELOL A BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu

Fengelola’ Pembantu Pangelola

FENGELOUALN BAHANS MY TAERAH m :
KABLIPATEN TARKALAR. L
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Pasal ¥

-

(1} Bupati adalah pemegeng kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

{2} Pemagang Kekuasaan Pangsiolaan Barang Milik daerah mempunyai .
WEWENENG

a.
b.

€.
d.

8.

f

Menalapkan kebijakan pengalolazn barang milik dasmh:

Menefapkan penggunaan, pemsnfasztan, atau pemindahtangenan tanah
dan bangunan:

Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik dasrah;

Mengajukan usul pemindshtanganan barang milik dasrah  yang
Memeriukan parsetujuan DRFRD;

Menyatujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang  milik
daerah sesuai batas kewsnangannya;

Menyehujui usul pemanfaastan barang milik desrah selain tanah daniatau
bangunan.

(3} Dalam rangka pelaksanaan pengelolazn barang Daersh, Bupati dibantu alsh ;

~oo0oe

Sekratars Daerah ;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah:

Kepala SKFD ;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna:
Penyimpan ;

Pengurus.

{41 Sekretaris Dagrah sebagai Pengelola Barang Milik Dasrah

(5) Sekrstaris Daerah selaku Pemgelols Barang Miik Daerah berwenang dan

bertanggung jawab:

8 Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan  Barang  Milik
Daeraly;

b, Meneliti dan menyetujui rencana kebutuban barang milik Daerah;

¢ Menalti dan menyetujui rencana kebuluhan pemeliharasanioerawatan
barang milik Daerah;

d Mengatur pelaksznaan  pemanfaatan, penghapusan,dan  pemindah
tanganan barang milik Daerah yeng telah disetujui oleh Bupati atau
DPRD:

e Melakukan koormdinasi dalam pelaksansan inventarisasi barang milik

Dasrah;

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
Daersh.

(6) Kepela Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagsi Pembantu
Fengelola Barang (PPB) dan Pusat Informasi Berang Milik Daerah {FIEMD)

PENSELOLAAN GARANG MILIF D8 ERArH
NABLPATEN TAKALAR,




bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengatolaan barang milik
Daerah yang ada pada SKPD. .

(7} Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik Dasrah, berwenang dam
tertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di fingkungan
SKPD masing-masing.

Bagizan Kedua
Pengguna’ Kuasa Pengguna

Pasal &

(1} Kepala SKPD adalah Pengguna barang milik daerah

(2} Kepela SKPD selaku Pengguna barang milik daerah, berwenang dan
bartangunyg jawab :

a Mangajukan rencana kebutuhan barang milik dasrah bagi SKPD yang
dipimpinnya kepada Bupati Melalui pengelola;

b Mengsjukan permohonan penstapan status untuk penguasasn dan
penggunaan barang milik deersh yang diperoleh dar beban APED dan
perclzhan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengslola:

¢. Melskukan peneatstan dan inventansasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannys;

d. Menggunakan barang milik dasrah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokek dan fungsi SKPD ¥ang
dipimpinnya:

. Mengamankan dan memelihara barang mifik daerah yang berada dafam
penguasaannya;

. Mengajuken usul pemindshtangzanan barang milik daerah berupa tanah
dan! atau bangunan yang tidak memerukan parsefujuan ODPRD dan
barang milik daerah selgin tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati
melalui Pangelala;

£ Menyerahkan tansh dan hangunan yang tidak dimanfaatkan unfuk
kepentingan  penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya kepada Bupati Melalui Pengeslala;

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunasn karang milik
daerah yang ada dalam penguassannya: dan

L Menyusun dan menyampaikarn Laporan Barang Pengguna Semesteran
{LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang beradg
dalam penguasaannya kepada pengslola,

FENGELIY AAN BARANG ML DAERAH
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(%) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaky kuasa pengguna. berwenang
dan bertanggung jawab 3

a. hMengajuken rencana kebutuhan barang milik daarah bagi unit kerja yang
dipimpinnys kepada SKPD yang bersangkutan:

b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik dasrah yang berada .
dalam penguasaannya;

«. Menggunakan berang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggarsan tugas pokok dan fungsi unit kerja
yang dipimpinnya;

d. Mezngamankan dan memelihara barang milik dasrah yang berada dalam
penguasagnnya;

£ Melakukan pengawsasan dan pengendalian atas pengaunaan barang milik
daerah yany ada dalam panguasaannya; dan

f. Menyusun dan menyampsikan Laporsn Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Fengguna Tahunan
{LBKFT} yang berada dalam penguasaannya kepada Kepata SKPD wyang
esangkutan

4] Penyimpan berugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang
berada pada penggunaf kuasa pengguna; dan

5} Penguruz berfugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada
masing-masing pengguna’ kuasa pengguna.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTLUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9

(1) Perencansan kebutuhan barang milik Daerah dan perencanzan Kebutuhan
perneliharaan barang milik Daersh disusun dalam rencang kaja dan
anggaran SKPD setelah memperhatikan ketereedigan harang milik daerah
yang ada dzn barang milik daerah yang memeriukan pemeliharaan.

{2] Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman
Pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

{(3) Standar barang, standar harga dan stendar kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) ditetapkan oleh pengelola setelabh berkoardinasi
dengan SKPD teknis terkait.

PENGELOLAAN BARANE ML DAERAH
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Pasal 1d

-

{1} Pengguna menghimpun usul rencena kebwtuhan barang dan rencans
kebutuhan pemeliharaan barang yang digjukan oleh kuass peEngguna yang
kerada di bawah fingkungannya.

{2} Pengguna menyampaikan usul rencana kebutuhan barang mililk dasrah
kepada pengslala.

(3) Pengalcla bersama Pembantu Pengelola Barang membahas usul tersebut
dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/ atau pengalola
untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (REBML
dan Hencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (REKPEMD).

Pasal 11

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sefagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGADAAN
Pazal 12

Pengadaan barang milik daersh dilaksanakan berdasarkan prinsip-privsip afisien,
efektif, transparan dan terbuka, berzaing, adilf tidak diskhminatif dan akuntabel,

Pasal 13

(1} Pelaksansan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan cleh
Fanitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dagrah,

{2) Panitia Pengadaan Barangy Jasa Pemerintsh Dazerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 14

{1} Pengadaan barang/ jasa Pamerintah Daerah dilaksanakan seaugi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PENGELOLAAN BARANG MLk DASRAH
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PENGELOLAAN BARANG (LI DAERAK
RASUFATEN TAWALLR

Pangadasn barang! jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan
menganut ases keseragaman yang dilaksonakan olah Pengelola.

Pasal 15

Realisai  pelaksansan  pengadaan barang/ jaga Pemerntah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan pemeriksaan cleh Panitia
Femeriksa Barang/ Jasa Pemerintah Dasrah.

Panitia Pemeiksa Barang/ Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
keputusan Supati,

Pagal 16
Pengauna menyerahkan hasil pekerjaan, pengadaan barangf jasa pemerintah
deerah kepada Bupati metalui Fengelola.

Penyerahan hasil peheraan pendadaan sebagaimana dimaksud pada zyat
(1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/ jasa.

Pangoguna membuat laporan hasil pengadaan barang/ jssa pemerintab
dasrah setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati medalui Pengelgla,

Seliap tahun anggaran, Pangelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP).

Caftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) digunakan
untuk lampiran perbifungan APED tahun yang bersangkutar.

Teta cara mengenai pedoman pelaksanaan penyerahan/palaporan  hasil

pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, {2,
(3}, {4} ditetaphan lebib lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pengadaan tadnah vntuk kepentingan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dserah yang bersifat umum dan
menganut asas keseragaman, dilaksanakan oleh Fengslola.

Tate cara mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah
selain tanah diatur derngan Paraturan Bupati.
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BAB VI
PENERIMAAN DaN PENYALURAN
Pagaj 18

Hasil pengadaan barang Daersh yang bergerak yang sumbernya dan dana
APBD diterima oleh Fenyimpan.

Fenerimasn harang Daerah sebagaimana dimaksud ayat {11 difakukan
setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Bararng Dasrah (PPBD) dengan
Barite Acara Pemeriksaan.

Fenyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berkewajiban
melaksanakan tugas administrasi peneimaan dan pencatalan barang dasrah.

Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan bartanggung jawab atas
terlaksananys tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah
=ebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Tata cara penerimaan dan penyaluran barang milik deerah =ebagaimana
dimaksud pada ayat (1), {2}. [3) dan {4) ditetapkan lebih lamut dengan
Feraturan Bupati.

Pasal 19

Fengurus berkewajiban melaksanakan tugas administrasi barang inverdars
dafam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD

Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayal {1) =elanjutnya
dilaporkan kepada Pengelols. :

Teta cara pengurusan barang invartaris gebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan (2) ditetapkan labih lanjut dengan Peraturan Bupati.

U]

Pazal 20

Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh kepala SKPD atau
Pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui
pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.

Pengsrimaan Barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
sttelah diperikea oleh Panitia Pemeriksa Barang Daersh (PPBD) dengan
Barita Acara Pemeriksaan.
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Paszal 21

PPED sebagaimana dimsksud pasal 18 ayat (2] dan pasal 20 ayat {2
bertuges memeriksa, menguji, mensiti dan menyaksikan barang yang
disgrahkan =esuai dengan persyaratan yang ternera pads Surat Perintah
Kerja (SPK} dan/ atau Kontraki/ Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).

BAP zebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipgrgunakan gebagai salah saty
syarat pembayaran.

Pasal 22

Femerintah Daerah menerima barang dari pemenuban kewajiban Pihak
Ketiga berdasarkan perjanjian danjatau pelskzanaan dari suaty parijinan
tartentu.

Pemerintah Dasrah dapat menerima barang dari Pihak Kstiiga yang
merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakal.

Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagsimana dimaksud pada ayat {1} dan (2)
dituangkan dalam Betita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dokumen
kepemilikan/ penguasaan yang sah.

Pengelola atau Pgjabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan  aktif
melakukan penagihan kewajitan Pihak Kebna esbagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan ayat {2).

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada syat {1} dan {2} dicatat dalam
Daftar Barang Milik Daerah

Fasal 23

Pengefuaran/ penyaluran barang daerah oleh Pengurus Barang dilaksanakan
atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang {SPPE) dan umuk barang-
barang Inventaris disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Atazan
Langzung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD

Setiap tahun anggaran Kepala SKPDY unit kerja wajib melaporkan persediaan
atau sish barang kepada Bupati melatui Pengelola.




BAE VI
PENGGUNAAN

Pasal 24

{1} Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan cleh Bupati.

(2] Penstapan status penggunaan barang milik daersh sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut
8. pengguna melaporkan barang milik daerah yang dilerimanya kepade
pengelola disertai dengan usul penggunaan.
b. pengelola menelti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan
dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunazannya.

Pasal 25

Barang milik daerah dapat ditetapken  status  penggunaznnya guna
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan aoleh pihak
lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi
SKFD yang berzangkutan,

Pasal 26

(1} Penetapan status penggunaan tanah dan! atav bangunan dilakukan dengan
ketentuan babwa tenah dan/ atau banguran tersebut dipedukan ortuk
kepentingan penyefenggeraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan! atau
Kuasa Pengguna yang bersangkuUtan.

{2} Pengguna danf atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah danf atau
bangunan yang Hdsk digunakan sebagaimana dimaksud pads ayat {1)
kepada Bupati melalui Pengelola. i

¥

Pagal 27

{1} Bupati menstapkan barang milik dserah berupa tanah dand atau hangunan
yang harus diserahkan oleh Pengguna karena sudah tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

{2} Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Fengguna memperhatikan hal-hal sebagsi barikut ;

PENCELOLAAN DARANG MILIK DASRAH
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8. Standar kebwtuhan t2nah dan! stau bangunan ortuk menyalenggarakan
dan menunfang tugas pokok dan fugns SKPD yvang bersangkutan.
b. Sasll audit atas penggunaan tanah dand atau ba NQUnNEan.

{3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/ atsu bangunan
zebagaimana dimaksud pada ayst (1) meliputi hal-hal sebagai berikut -

a. Difetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok
dan fungel instanzi pemedntah lainnya.

b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik dasrah.

. Dipindatangankan.

Pazal 23

{11 Pengguna yang tidak meyerahkan tanak danf atau banguran yang tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekusn dana
pamalinaraan tanah dand atau bangunan dirmaksud.

(2} Tanah danfatau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan pasal 26
ayat {2} dicabut penstapan status pengguraannya.

BAE V)i
PEMANFAATAN
Bagian Kessatu
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 239

{11 Pemanfaatan barang milik deersh berupa tznah dand atau bangunan
sebagsimana dimaksud pasal 27 ayat (1) dilaksanskan oleh Pengalalz
selelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah danf stau bangunan yang
diperiukan untuk menurjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Fanggunal Kussa Fengguna dilakukan oleh Pengguna dengan persetujuan
Fengelola

(3) Pemanfaatan barang milik dserah selain tansh dan/ atau bangLinan
dilaksanakan oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola.

PENZELOLAAN BARANG MILIK JMFRAH
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{4)

Pemanfaatan barang milik daesrah ditaksanakan berdasarkan pertimbangan
tekniz dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 30

Bantuk-bentuk pemanfaatan berang milik daerah berupa :

b,
4
d.

(1)

{2}

{3}

(n
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Sewa ;

Pinjarm FPakai ;

Ksriasama pemanfaatarn -

Bangun quna serah dan bangun serah guna ;

Bagian Ketiga
Sewa

Pazal 31

Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk |

2. Penyswaan barang milik daerah stes tanah danfatau hangunan yang
sudsh diserahkan cleh pengguna kepada Bupati;

b. Penyewszan aias schagian tanah darfatau bangunan yang masih
digunakan cleh pangguns sebagaimana dimaksud dalam pasai 29 (2),

c. Penyewaan atas barang milik daersh salain tarah danfatav bangunan.

Panyewaan atas barang milik dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf a dileksanakan oleh pengelola satelah mandapat persetujuan Bupati.

Fenyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huref b dan c. dilaksanakan cleh pengguna setelah mendapat persstujuan
dari pengelola.

Pasal 32

Barang miik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang
menguntungkan dasrah.




(2} Jdangka wakiu penyewsan barang milik dasrah paling iama & {limaj tahun dan
dapat diperpanjang. *
{3} Penstapan formula besaran tanf sewa barang milik daerah ditetapkan aleh
Bupati.
{4) Barang milik dasrah disewskan tidak menyebabkan terjadinga perubahan
status hokum
{7} Penyewaan dilaksanakan berdasarkan sural perianjian sewa-menyswa, yang
paling sedikit memuat:
a. Pihak-pihek yang terikat dalam perjanjian:
b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sews, dan jangks waktu:
c. Tanggung jewab penyewa atas biaya operasional dan pemneliharaan
selama jangka waktu penyewaan;
d. Parsyaratan lain yang diangaap periu.
{6) Hesil psnyewasn merupakan penerimaan daersh dan salyruhnya wajib
disetorkan ke rekening kas umum daerah.
Baglan Keempat
Pinlam Pakaj
Pasal 23
(1} Finjam pakai barang milik daerah dilaksanakan artara permerintah dengan
Remerintah daerah atau antar permarintai daerah,
{2) Jangka waktu pinjam pekai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun
dan dapal diperpanjang.
{3} Pinjam pakai tidak dapat merubah status hykum kepamiliken barang dasrah.
(#) Pinjam pakai dilakeanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit
memuat
a. Pihak-pihak vang terikat datam perjanjian;
b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan,dan jangka waktu:
c. Tanggung jawab peminjam ztas biaya operasicnal dan pemeliharan
zelama jangka waktu peminjaman:
. Persyaratan lain yang diangogap peru.
FERIGELDY AAN BBARANE MILIT DAERAH
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Baglan Kalima
Kerlasama Pemanfaatan

Pasal 34

Kerjigsama pemanfaatan barang milik daerak dengan pihak lain dilsksanakan
dalam rangka;

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
b. Meningkatkan perernmaan pendapatan dasrah.

Pa=al 35

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bartuk :

a. Kerjasama psmanfaatan barang milik daerah ats= tanah dansatau
bangunan yang sudah diserahkan oleh penggura kepada Bupali

b. Kerjassma pemanfaatan atas sebagian tanah danfatay bangunan yang
masih digunakan oleh pengguna;

c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selzin tansh danfatau
bangunan.

{2} Kerjgsama pemanfaatan atas barang milik daerah sghagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah merdapat
persetujuan Bupati,

(3} Kerasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagsimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b dan ¢, dilaksanakan aleh Fengguna setslah mendapat
persatujuan Pengelala.

Fasal 36

(1) Herjasama pemanfagtan atas barang millk daerah dilaksanakan dengan
ketantusn sebagai berikul :

a. Tidak tersedia atau tidak cukup fersedia dana dalam APBD untuk
memenuhi biaya operasionall pemeliharagn/ perbaikan yang diperukan
terhadap barang milik daerah dimaksud ;

b. Mitrz kefasama pemanfaatan ditetepkan melalui FTender dengan
mengikutsertakan paling rendah s {lime) peeertal peminat, kecuali urtuk
barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukar Penunjukan
Langsung |

c. Selelah dilaksanakan tender 2 {dua) kali bertyrut-turut dan peserta tender

PEMGELLY AAN BARANG ML DAERAF
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tidak memenuhi jumlah scbagaimana dimaksud pada huruf b, maks
barang milik dasrab yang bersifat khusus dapat dilakukan Penunjukan
Lang=ung ;

d. Mitra kerjesama pemanfastan harus membayar kontribusi tetap ke
rekening kas wmum  daerah satiap tahun selama jangka  wakby
pengoperasian vang telsh ditelapkan dan pEmbagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfsatan ;

8. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian ksuntungan hasil
keriesana pemanfastan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang
dibertuk oleh pajahal yang barwenang |

f. Besaran pambayaran konkibusi tetap dan pembagian keuntungan hasit
kerjazama pemanfaatan hams mendapat persetujuan Pengelola

g. Selama jengka wakhy pengoperasian, mitra kerjasarma pemanfastan
dilarang menjaminkan atay menggadaikan barang milik dasrah yang
menjedi chiek kerjasama pamanfaatan

h. Jangka waktu kerjasame pemanfastan paling lama 10 { sepuleh) tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

{2) Semus biaya berkenasn dengan persiapan dan pelakeanaan kerjasama
pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APED.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Paragraf 1
Bangun Guna Serah

Pasal 37

(1} Bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan
persyaratan sebagai barikut - :

a. Fengguna memeriukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam ranghka
penyalenggaraan tugas pokok dan fungsi ; dan

b Tidak tersedia dane dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk penyediean bangunan dan fasilites dimaksud,

{2} Bangun guna serah barang milik dasrah ssbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan aleh Pangelola setelah mendapat persetujuan Bupati

{3) Tamah wyang status penggunaannys ada pada Pengguna dan  telah
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna yang

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
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bersangkuwtan, dapat dilakukan bengun guna serak setelah teriebih dafulu
diserahikan kepada Bupati., =

{4) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilsksanakan oleh
pengalols dengan mengikutsertakan penggune dand atsu Kuasa Pengguna
sesuai tugas pokok dan fungsinya. :

Pasgal 38

Penetapan staius pangunazn barang milik daerah sebagai hasil dari pelakzanaan
bangun guna serah dilaksankan oleh Bupati dalam rangka peny2lengparaan tugas
pokok dan fungsi SKFD terkart.

Pasal 19

(1) Jangka wakiu bangun guna serah paling lama 10 {sepuluh} tahun sajak
perfanjian ditandatangani.

(2) Penetapan mitra bangun quna serah dilaksanakan melalui Tendsr dengan
mengikutsartakan paling rendah 5 {lima) peserta) peminat.

{3) SBetelah dilaksanakan Tender o {dua} kali bertunst-turst dan pesera Tender
tidak memenuhi jumish ssbagsimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat
dilakukan Panunjukan Langsung ;

(4} Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, selama jangks wektu
pengoparasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut

2. Membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang
besarannys ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk
cleh  pajabat vang berwenang

b. Tidak menjaminkan, menggadaikan stay memindabtangankan objek
bangun guna serah ;

€. Memelihara objek bangun guna sersh.

{3} Dalam jangka wakiy pengoperasian, sebagian barang milik dsorah hasi)
bangun gunaserah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsunc
untuk penyelenggarzan tugas pokok dan fungsi pemerintah

{8) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling
sedikit memuoat

Pihak-pihak yang terikat dalan perjanjian ;

Objek bangun guna serah ;

Jangka waktu bangun guna serah :

Hak dan kewajiban para pikak yang tarikat dalam perjanjiar ;

Perayaratan lain yang dianggap periu.

Toaoow
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(7} lzin mendirikan bangunan hasil bangun gung serah harus atsz namea
Pemernintah Daerah. o

{8) Semua biaya berkenaan dengan persispan dan pelaksanaan bangun guna
serah tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 40

{1} Mitra bangun guna sersh barang milik daerah harus menyerakkan objek
bangun guna serah kepads Bupati pada akhir jangka wakiu pengoperasian,
setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga
audit Independan.

{2} Barmgun gura serah barang miliik dagrah dilaksanakan dengan ketetntuan
sebagai berfkut

8. Mitra bangun guna serah harus menyerahkan objek bangun guna serah
kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan ;

b. Mitra bangun gura serah dapat mendayagunakan barang milik daerah
tersebut sezuai jangka wakty yang ditetapkan dalam surat perjanjian ;

C. Setelah jangka waklu pendayagunaan berakhir, obyek bangun guna
serah terebih dahulu diaudit oleh aparat pengswasan fungsional atau
lembaga  audit Independen yang ditunjuk  oleh Bupati, sabelum
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan gewa, pinjam pakai,
kerlasama pemnanfaatan, bangun guna serah barang milik daerah dimtur dalam
Feraturan Bupati.

Patragraf 2
Bairgun Serah Guna
Pasal 42

{1) Bangunan zerah guna milk dasrah dapat dilaksanakan dengan persyaratan
sebagai berikut
2. Pengguna memedukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemarintahan daerab untuk kepsntingan pelayanan umum dalam rangka
penyeienggaraan tuges pokok dan fungsi : dan
b. Tidak tersedia dana dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerak
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(2]

{3

{43

untuk pengelolaan bangunan dan fasilitas dimaksud,

Eangun =erah guna barang milik daerah gebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Pengelnla setelah mendapal persatujuan Bupati,

Tapah yang status Fenggunaannya ada pada Pengguna dan  telah :
dirgncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungst Pengguna yang
berzangkytan, dapat dilakukan bangun serah guna setelah terlehih dahuly
diserahkan kepada Bupati.

Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan aleh

pengelola dengan mengikutsertakan pengguna dan! atay kuasa pengguna
sesual tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 43

Penetapan slatus penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan
bangun serah guna dilaksanakan cleh Bupali dalam rangka penyelenggarazan
tugas pokok dan fungsi satusn kerja perangkat daerah tarkait.

Paszal 44

{1} Jangka wakiu bangun serah guna paling lama 10 (sepuluh) tahun sejok

perjanjian ditandatangani.

(2} Penetapan mitra bangun sarah gquna dilaksanakan melalui Tender dengan

{3

mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) pessrtaf peminat,

Selelah dilaksanakan tender 2 {dua) Kali berurut-turut dan peseria tender
tidak memenuhi jumlah =sehagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat
dilakukan penunjutkan langsung :

(4} Mitra bangun sersh guna yang lelah ditetapkan, seleama jangka wakty

pengoperasian harus memenuhi kewsjiban sebagai barikut ©

8. Membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perfitungan tim yang dibentuk
nleh  pejabat yang berwenang ;

B, Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan obiek
bangun serah guna ;

¢ Memeliharan objek bangun serah guna,

(5] Dalam jangka wakiu Pehgoperasian, sebagian barang milik daerash hasil

bangun serah guna harus dapat digunakan langsung unfuk penyelenggaraan
tugas pokok clan fungsi pemerinkah,

(8} Bangun zerah guna dilaksanskan berdasarkan surat perjanjian yang paling
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rendah meamuoat

Pihak-pihak yang terikat dalam pesjanjisn ;

Chkigk bangun serah guna -

Jangka waktu bangun serah guna ;

Hak dan kewsjiban para pihak yang terikat dafam perjanjian ;
Persyaratan lain yang dignggap petiu.

(T} lzin mendidken bangunan hasil bangun sersh guna harus alas nama
Femerintah Daerah.

sanop

(@) Semua biaya berkanaan dengan persigpan dan pelaksanaan bangun serah
guna tidak dapat dibebankan pada Anggarasn Fendapatan dan Belanja
Daerah.

Paszal 45

{1} Mitra bangun serah guna barang milik daerah harus menverahhkan obyek
bengun serah guna kepada Bupati pada akhir jangka waklu pengoperasian,
setelah dilakukan sudit oleh aparal pengawasan fungsional atau lembaga
audit Independen vang ditunjLk sleh Bu pati.

(2} Bangun serah guna barang milik dascrah dilaksanakan dengan ketetertuan
sebangai bherikut ;

a. Mitra bangun serah guna harys menyerahkan objek bangun serah guna
kepada Bupali segera setelsh selesainya pembangunan

b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang miik daerah
tersebut sesuai jangka wakty yang ditetapkan dalam surat perjan|ian ;

. Satelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, cbjek bangun serah guna
terlebih dshuiu diaudit oleh aparat pangawasan fungsional atau lembaga
audit Independen yang ditunjuk oleh Bupat, sebelum penggunaannya
ditetapkan olsh Bupat.

Pasal 46
Ketentuan lebik lamjut mengenai tata cara pelaksanean sewa, pinjam pakai,

kerigzama pemanfaatan, bangun guna sersh dan bangun serah guna barang milk
daerah diatur dalam Paratiran Bupatt.
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BAB [X
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Baglan Kesatu

Pangamanan
Pasal 47

Pergelola, - Pengguna  dan/  atay kuazs  pengguna wajib  melakukan
Fengamanan barang milik dasrah yang berada dalam penguassannya.
Pengamanan barang milik deersh sebagaimana dimakeugd pada ayat (1

meliputi pangamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan
hkern,

Pasal 43

Barang milik daerah berupa tanah harus disgrtifikatkan atas nama Parmerntah
Daerat.

Barang milik dasrah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepermilikan stas nama Pemerintah Dasrah.

Barang milik daerah seiain tanah danf atay bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atzs namsa Pemerintah Daerah.

Pazal 49

Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib, disimpan dengan tertib dan
arman,

Penyimpanard bukli  kepemilikan barang rmilik daerah dilakukan oleh
Pengelola.




(1

(2]

{3}

{4}

(n

(2]

{3

Bagian Kedua
Pameliharaan

Pa=al 50

Pengguna danf atau Kuasa Fengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan
Eararg milik daerah yang ada g bawah penguasaannya.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksyd pada ayst (1) berpedoman pada Daftar
Kebutuhan Pemsliharaan Barang (DKPB).

FPenggunal Kuasa Pengguna dapat mengasuransikan barang milik dearah
yang ada oi bawah penguasaannya diatur lehih lanjut dengan Peraturan
Bupati dengan berdesarkan peraturan penndang-vyndangan.

Bieya pemaliharaan barang milik dagrah dibebankan pada APBO.

Pasal 51

Kuasa Pengguna wajib membuatdaftar hasil pemeliharaan barang vang
berada dalam kewenangannya dan melaporkan! menyampaikan daftar hasil
pemelinaraan barang terssbut kepada Pengguna secara berkala,

Pengguna mene!ﬁi laporan dari Kuasa Pengguna datam kewenangannya dan
melaparkan/ menyampaikan daftar  hasil pemaliharaan barang tersebut
kepada Pengelola secara berkala,

Pengelola atau pejabat vang ditunjuk mensliti laporan sebagaimana dimaksud
ayat (1} dan {2} dan manyusun daftar hasil pemsliharaan barang yang

dilakukan dalam 1{satu} tahun anggaran sebagai bahan untuk melskukan
evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

BAB X

PENILAIAN
Pasal 52

Peritaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Meraca
Pemerintzh Dasrah, pemantaatan, dan pemindahtanganan barang milik dagrah.
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Pasal 53

-

Penetapan nilai barang milik dserah  dalam rangka penyusunan  Meraca
Pemerintah Daerah dilskukan dengsn berpedaman pada Standar Akuntansi
Famerintahan {SAP).

Pasal 54

{1) Penialzin barang milk daerah dalam rangka pemanfaaten  aiau
pemindahtanganan  dilakukan oleh Tirm dan dapat melibatkan penilai
Independen yang ditatapkan aleh Bupati.

(2} Penilaian barang mifk dasrah berupa tansh danf atay bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar. dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

{2} Has=il penilaian barang milk daerzh sebagaimana dimaksud pada ayat (1
tditstapkan oleh Bupati.

BAB X1
PENGHAPUSAN
Pazal 55

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

B Penghapusan dari daftar barang pengguna dand atay kuass pangguna;
b. Penghapusan dan daftar barang milik dasrah,

Pzszal 58

(1) Penghapusan barang milik dasrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55
huif &, ditakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak
berada dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasg pEngguna.

(£} Penghapusan barang milik dasrgh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
huruf b, ditakukan dziam hal barang milik daerah dimaksud sudahk beralik
kepemilikannya. tefadi pemusnatian atau karena sebab-sebab fain,

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilaksanakan dengan
keputusan pengelola atas nama Bupati.
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(4)

(1)

{2}

(3

(1)

{2}

(3

(4}
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Fanghapussn sebagaimana dimaksud pada ayat (2%, dileksanakan dengan
Keputuzan Bupali. *

Pasal 57

Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabifa barang milik dasrah dimaksod ;

a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat
dipindahtangankan; atau
b.  Alasan fain sesuail ketentusn poraturan perundang-undangan.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan oleh
pengguna dengan keputusan dari pengelola selelah mendapst pereetujuan
Bupati.

Pelaksanazn pemusnahan sebagaimana dimsksud pada ayal (2) dituangkan
dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati,

BAER XN
PEMINDAHTANGANAN

Pasal 58

Barang milik daersh yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunaksn |
dihapus dari Daftar Inventaris barang Milik Daerah,

Penghapuszan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditaksankan sesuai
katentuan perendang-undangan.

Barang milik dasrah yang dihapus sebagiamana dimaksud pada ayat {2) dan
masih MM pUnyal nilai ekonormis, dapat dilakukan melalui -

8. Peletangan umum/ pelelangan terbatas; danf alau

b. Disumbangkan atau dihibahkan kepads pibak jain.

Hasll pelelangan umur/ pslslangan terbatas sebagaimana pada ayat (3}
huruf a, disetor ke Kas Urmum Daerah.




Baglan Kegatu
Benbuk-bantuk Pemfndahtangm;an dan Persetujuan

Pasal 5%

Bantuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang
milik daerah, meliput) ;

a. Pemjusalan;

b Fukar-menukar;

€. Hibah: dan

d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Paszal 60

{1} Pemindahtanganan barang milik daersh sebagaimang dimaksud dalam Pasal
60, ditetapkan dengan Keputusan Bupati cetelah mendapat persehujuan
DPRD, umuk :

a. Tanah dan/ atav bangunan: dan
b. Selsin tanah dan/ atay bangunan yang berilai  lehin  dari
Rp.5.000.000.000,00 {lima miliyar rupiah).

{2y Pemindahtanganan barang milik dacrah berupa tenah dan/ atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hung a, yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD, apabila

8. 3udah lidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. Harus dihapuskan karena anggarsn untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran;

<. Diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil:

d. Diperunbukkan bagi kepentingan umum: dan

e. Dikvasai daersh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekualan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketemtuan perundang-
LUndangan, yang jka status kepemilikannya dipertahankzn tidek layak
secarg skanomis.

Fasal 61

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat {1} diajukan sfeh Bupati.
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Pasal 62

Pemindahtanganan barang milik dasrah baera tansh dan/ atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat {2} dilzkukan cleh Pangelola setzlah
mendapat persefujuan Bupat.

Pazal B3

Pemindzahtanganan barang milik daerah selain tanal dan/ atau bangunan yang
bermilai sampai dengan Rp. 5000,000.000,00 {lima milivar rupish), dilekukan aleh
Pengelola setelah mendapat persatujuan Bupati

Bagian Kedua
Penjualan
Pazal 64
(t}  Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan perimbangan ;
8. Untuk optimalisasi barang milik daerah ¥ang berebih atau idle;

b. Becara ekonomis iebih menguntungkan bagi dserah apabila dijual; dan

c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaky.

2}  Penjualan barang' milik daerah dilakuken secara lelang, kecuali dalam hal-hal
tertanty,

{3) Pengecusiian sebagiamana dimaksud pada ayat {2) meliput -
a. Penjualan kenderaan perorangan dinas pejabat Negara
b. Penjualan rumah galongan IH; dan
€. Barang milik daerah lainnya yang diteta pkan lebih lanjut oleh Pengelola.

{4} Tata cara psnjualan barang milik daerah sebagalmana dimaksud pada ayat
{3), ditaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 65

(1} Penjualan kendaraan perorangan dinas sebegaimana dimaksud dalan Passi
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(1)

(2

(2

4]

(0

84 ayat (3) huruf a, dilsksanakan sesuai dengan kstentuan persturan
Ferundang-undangan. *

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Fejabat
Negara yang berurmur 5 {lima} tahun lebik, dapat dijual 1 (satu) unit kepada
yang bersanghkutan setalah mass jabatannysa berakhir.

Paragraf 2
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 65

Penghapusan! penjualan kendaraan dinas operasional lerdin dari ;
&. Kendaraan dinas operasional;
b. Mendaraan dinas operasional khusus? lapangan.

Kendaraan dinas sebagaimana dimakeyd pada ayat (1) huruf a yang berumur
5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daarah,

Penjuatan kerdaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {1
dilakeanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daarah,

Penjuzlan kendaraan dinas aperasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
huruf a, dilakukan melalyi pelelangan umum dand atsu pelelangan terbatas
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pazal 67

Penghapusan penjuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)
huruf b, yang telah berumur 10 {sepLUluh) tahun lebih,

{2) Penjuzlan kendersan dinas operagional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melslyj pelelangan umumy atau pelelangan terbatas vang
ditetaplcan dengan Keputusan Bupati.

(3 Penjualan dan/ atau penghapusan kendarazn dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} sesudab ada kendaraan pengganti dan/ atau idak mengga RggL
kelancaran palaksanaan tugas.
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(1)

(2}

{3)

Paragraf 2
Penjualan Rumah Dinaz

Paszl 68

Bupati menetapkan golangan rumah dinas daerah sozusi dengan peraturan
perundang-undangan.

Fenggolongan rumah dinas dasrah sebagzimana dimaksud pada ayat (1),
teerdiri atga:

& Rumah dinas daerak golongan | (rumah jabatan);
b. Fumah dinas daerah golangan || (rumah instansi); dan
€. Rumah dina=z daersh golongan |1l {perumahan pagawai).

Pasal 59

Rumah dinas dacrah glongan | vang sudah tidak seayuai dengan fungsinya
sabagai akibat adanya perubshan strukiur organisasi dan! atau sudah ada
penggant yang lmin, dapat diubak slatuznya menjadi rumah dinas daerah
golangan 1.

Rumah dinas daerah golongan || dapat diubah statusnya menjadi ramah
dinas golongar ll, kecuali yang teretak di =uatu komplaks perkamtoran,

Rurrah dinas daerah golongan (1 dapat divbah statushyas menjadi rumah
dinas daersh golongan | untuk memenuhi kebuhshan rumah jabatan.

Pasal 70

Rurmnah dinas dasrah yang dapat dijuatbelikan atau dizswakan, dengan ketentuan:

Rumah dinas daerah golengan 1) yang telah diubsh golongannya menjadi
numah dinas golongan 11): )

b. Rumah dinas daersh gotongan Il vang telah berumur 10 { sepuluh) tahun atau
lebih: *

¢. Pegawai neger sipil yang dapat membeli adaigh pPegawai yvang sudah
mempunyal masa kefa 10 (sepuluh) tshun atau lebik dan belum pernah
membelt atau memperoleh rumah dengan cara apapun darni permerintah daerah
atau pemerintah puesat;

d. Pegawai yang dapat mambedi rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang
Surat ljin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan sleh Bupati;

e. Rumah dinas dasrah dimaksud tigak sedang dalam sengketa; dan
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f. Rumah dinas dmarah yang dibangun di staz tanah yang tidak dimiliki cleh
Pemerintah Daerah, maka untuk perolehah hak atas tanah harys diproses
tersendin’ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pazal 71

{1} Penjualan rumah dings daerah golongan |0 bessrta atav tidak besarta
tanahnya ditetapkan ofeh Bupati berdazarkan harga takeiran dan penilaiann ya
dilakukan oleh Panitiz Penaksir dan Panitig Panilai yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

{(2) Penjualan rumah dinas dasrah golongan Nl sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, ditefapkan dengan Kepulusan By paki

(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah galgngan 1l sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah,

Pazal 72

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik
daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelsh hargs penjualan atas tanah
dan/ atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan dengan Ganti Rugi
Pasal 73

{1)  Pemindahtanganan karang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan
melalui  pelepasan hak dengan gant rugi, dapat diproses  dengan
pertimbangan menguntungkan daersh

(2} Perhitungan perkirean nilsi tanah  dany atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), dengan memperhatikan Milai Jual Objek Pajak dan/
atau Harga Umum setermpat yang dilzkukan oleh Panitia Penaksir Yang
dibertuk dengan Keputusan Bupati atsu dapat dilakukan cleh lembaga
Independen yang bersertifikat di bidang penilaian assat

(3) Proses pelepasan hak tanah danf atau bangunan sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1), dilakukan dengan metode pelelangans tender.
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Pasal T4

(1} Ketertuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tidak Bedaku bagi

(2

(1

{2)

(3}

(43

{5

FENGELGLAAM ROFANG BHLIK DAERAH
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pelepasan hak atas tanah untuk tanahk perumahan pegawai regarn sipil.

Kebijakan pelepasan hak atas tanah untuk pegawai neger sipil ditetapkan
cleh Bupati.

Paragraph &
Penjualan Barang Miltk Dagrah Selain Tanah dan/ atau Ba ngunan
Pasal T5

Panjualan barang milik daerah selain tanah dans atau bangunan dilaksankan
oleh pangelola setelah mendapat persetujuan Bupati,

Pemjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [1),

dilakukan dengan ketentuan ssbagai berikut :

a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;

b. Pengelola maneliti dan mengkali usul penjuslan yang diajukan cleh
pengguna sesuai dengan kewehangannya;

c. Pengelola menerbitkan keputuzan untuk menyetujui atau tidak menyetujui
usulan penjualsn  yang disjukan  oleh pengguna  dalam  batas
kevwsnangannya; dan

d. Untuk penjualan yang memerlukan persefujuan Bupali atau DPRD,
pengelcla mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas
usubfan dimaksud.

Penerbitan perselujuan  pelsksanaan penjualan ocleh pengelola untuk
penjualan sehagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf d, dilakukan setelah
mendspat persetujuan Bupati atau DPRD.

Hasil perjuaian barang milik dazrah disetor ke Kas Umum Draerah.

Tata cara mengenai penjualan barang milik Daerah sebagatimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2} diatur datam Peraturan Bupati.




Bagian Katiga
Tukar Menukar
Pazal 75

{1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan

a.  Urduk memenuhi kebgtuhan operasional penyslenggaraan pemerintahan
daerah;

b.  Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

¢ Tidak tersedia dana dalam APED,

2] Tukar-menukar barang milik dasrah dapat dilakukan dengan pifak
2. Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
b. Antar pemerintah Dasrakh;
C  Badan usaha milik Negara! Daerah atau badan hukum milik pemerintah
lainnya;
t. Swasta,

Pasal 77

(1 Tukar-menukar barang milik daerah dapat bary pa:

a. Tanah dan/ atay bangunan yang telah diserahkan ofeh Kepala SKPD
kepada Bupati. melalui pengelola;

b. Tanah danatau bangunan  yang  masih dipergunakan  untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penggura tetapi tidak sesuai
dengan tala ruang wilayah stau penataan kata; dan

©.  Barang milik dasrah sslain tanah danf atau bangunan,

(2} Tukar-menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakzanskan oleh
pengelola sstelah mendapat  persstujuan Bupati  sesygj Datas
kewenangannys.

Pasal 78

Tukar-menukar barang milik dasrah sebagzimana dimaksud dalam Pasa) 77 ayat

(1) buruf 3 dan horuf b, dilaksanakan dengan ketentuan sabagai berikut -

a. Pengelola mengajukan usul tukar-menukar tanah danf atay Eangunan kepadg
Bupati disertai alasan/ pertim bangan dan kelengkapan data:

b, Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupali mensliti mengkeji alasan/
perimbangan periunya tukar menukar tanah dan! atau bangunan dan aspeh
teknis, ekonomis dan yuridis:

FENCELCLAAN BARANT MILIK IAERAH
FABUPATEN TAHAY AR




¢. Apabila memenuhi sysrat sesuai peratuian yang beraku, Bupati dapat
mempertimbengkan untuk manyetujui dag menstapkan tenah danf atau
bargunan yang akan dipertukarkan;

d. Tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dand afau bangueran -
sesuai batas kewsnangannya setelah mandapat persetujuan Bupati; dan

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilspas dan barang pengganti haresa
dituangkan dalam Berita Acara Serah terima Barang.

Pagal 79

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimane dimaksud dalam Pasal 78 ayat

{1} huruf ¢, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut -

a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan
dan  pedimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. Pengelola meneliti dan mengkali alasany perbmbangan perunya tukar
menukar tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, skonomis dan yuridis;

C. Apabila memenuhi syarat sesual peraturan yang beraky, pengelola dapat
mermnpertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas keweanangannys,

Pengguna melaksanakan tukar menukar setetah mendapat persetujuan
pengelola: dan

@. Pelaksangan serah ferima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Tevima Barang.

Paszal 80

(13 Tukar menukar antara Pemerintah dsngan Pemerintah Daerah dan antar
Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka salisih nilai lebik
dimaksud dapat dikibahkan.

(2) Selisih nilai Isbih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Hibah,

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 81

{1) Hibah barang milik dasrah dilakukan dengan pertimbangan untuk

PERGHLLAAN BARANS (LK DA CRAM
HAHLIPATEN TARA! &,




{2

{1}

{2

(4)

i1

PEMGELDLAAN BARANC WL DASzANY
KAQUPATEN TAKALOR

kepartingan  cosisl, keagamaan, kemanusisan, dan  penyelenggaraan
pamerintahan dasarah.

*

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, harus mameanuhi syarat sebagai

Barikut

8. FAukan merupakan barang rahasia negara;

b. Bukan merupakan barang yang menguassi hajat hidup orang banyak;

¢ Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan
penyalenggaraan pemerintahan daerah,

Pazal 82

Hibah barang milik dasrah dapat berupa :

a. Tanah dan/ atau bangunan yang telah disershkan kepada Bupati :

b. Tanah danfatau bangunan yang dari awal pengadaannnys direncanakan
urtuk dihibahkan sesuei yang tercantum datem dokurmen penganggaran:

¢. Barang milik dasrah selain tanah dan/ atau bangunan

Penetapan barang milik dasrah berupa tansh dard atau bangunan yang akan
dihibahkan sebageimans dimaksud pada ayat (1) hunf a dilakukan oleh
Bupati

Hibah sebagsimana dimaksud pada ayat {1) huraf a dan b dilaksanakan oleh
Pengelola setslah mendapat persetujuan Bupati.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan olsh
Pengauna setslah mendapat persetujuan Pengelola.

Pa=zal 83

Hibah barang milik dasrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal B3 ayat (1)
huruf a dan b dilaksanskan dengan ketentuan sebagai berikut -

a. Pengelola mengajukan usul hibah tanah dand atau bangunan kepada
Bupati disertat dengan alasan/ psrtimbangan, dan kelengkapan dats;

k. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;

c. Apabila memenuhi syarat sesual peraturan yang berlaku, Bupati dapat
rmampertimbangkan untuk menetapkan dand atau menyetujui tanah dans
atau bangunan vang akan dihibahkan;

d. Proses perselujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57;

€. Pengelola melaksanskan hibah dengan berpedoman pada persetujuan




Bupati;
f. Pelaksanzan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangran
delam berita acara serah terima barang.

(2} Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud datarm Pasal &2 ayat (1)
huruf & dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut -

a Pengguna mengajukan usulan kepada Pengelola disertai aslasand
rertimbangan, kefengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi
pengguns;

b. Pengelola merelii dan mengksji berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal B2;

€. Apabila memenuhi syarst sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. Pengguna melaksanakan hibah dengan berpedorman pada parsetujusn
Fengelola;

a. Pelaksanzan serah terima barang yang dihibabkan harus dituangkan
clalarn berita scara serah tarima barang,

Bagian Kelima
Penyertaan Mcdal Pemeatintah Daerah
Pasal 34

(1} Penyertaan modal pemesriniah daerah atas barang milk daerah dilakukan
dalam rangka pendirian, pengembangsn, dan peningkatan kinerja badan
usaha milik daerah alau badan hukum lginfya yang dimiliki dasrzh:

(2} PFenyeraan modal pemerintsh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut -

a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannys sesuai dokuman
penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik dasrah atay badan
hukum lainnya yang dimilki dasrah dalam rangka penugasan pemerintah
dasrah; ataur

b. Barang milik daerah lebik opfimal apabils dikefola oleh badan usaha milik
daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki dagrah baik yang sudah
&tla maupun yang akan dibantuk.

Paszal 85

{1} Penyertaan modal pemerintah daarah atas barang milik daersh dapat berupa:

PENGELLAAN BARANG MK CAERAH
HADLPATEN TAKALAR




a. Tanah danf atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati ;

b. Tanah danfatau bangunan yanyg dari awal pengadaarnya direncanakan
untuk disertakan sehagsi modal pemerintah  daerah  sesuai  yang
tercantum dalam dokumen penganggaran;

. Barang milik daerah selain tanah dary atau bangunan

(2] Penatapan barang milik daerah berupa tanah danf atau bangunan yang akan
disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan cleh Bupati

{3} Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana
dimakaud pada ayal {1} huruf a dan b dilaksanakan oleh Pengeinla setalah
mendapat persetujuan Bupati.

(4} Penyertaan modal pemerintah daerah stas barang milik dasrah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ dilaksanakan alsh pengguna  setelan
mendapat persetujuan Pengelola

Pazal B85

{1} Penyeraan modal pernerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 85 avat (1) hund a dan b dilaksanakan dengan
kelentuan sebagat barikut -

a. Pengelola mengajukan usul penyertaan modal pamerintah daergh atas
tanah dan/ atau bengunan kepada Bupati disertai dengan alasan/
perfimbangan, dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan perdimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal B4;

c. Apabila memenuhi syarat sesua peraturan yang berlaku, Bupati dapst
mempertimbangkan untuk menetapkan dand atgy menyaiujui tanzah dan/
atau bangunan yang aken disertakan sebagal modal pamerintah;

d. Proses persetujuan penyeraan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan
dengan berpedoman pada kelentuan Pasal 55 ayat {1} dan Pasal 57

& Pengelola melaksanakan penyartagn modal pemearintah daerah dengan
berpadoman pada persetujuan Bupatf,

. Pengelolg’ menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tertang Penyertaan
Modal Pemerintah Dasrsh dengan melibatkan SKPD terk ait;

9. Pengelola menyampaikan rancangsn Peraturan Daerah kepada DPRD
untuk ditatapkar;

h. Pangguna melakukan serah terima barang kepada baden usaha milik
daerah atau badan hukum lainnya milik dasrah yang dituangkan dalam
berita acara serah terima barang satelah Peraturan Dasrah ditetapkan.

{2} Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milk daerah sebagaimana
dimakzud dalam pasal 85 ayat (1) huruf °c” dilaksanakan dengan ketentuan

FENGELOLAAN SARANG ML DAERAH
HARUPATEN FAXALAR.




sebadgai berikut -

4. Pengguna mengajukan usulan  kepada Pengelola dizertai alazany
partimbangan, kelengkapan data, dan hasi pengkajian tim Intern Instangi
Fangguna;

b. Pengelola meneliti dan menghkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84;

¢ Apabila memenuhi syaral sesuai persturan yang beraku, Pengelola dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangznnya;

d. Pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daersh tentang penyeartasn
Modal Pemerintah Dasrah dengan melibatkan instansi terkait,

. Pengelola menyampaikan rancangan Peraturan Dasrah kepada DPRD
urtuk ditetapkarn,

. Pengguna melakukan serah terima barang kepada kbadan usaha milik
daerah atau bedan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam
barita acara serah terima barang astelah Persturarn Daerah ditetapkan,

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut rengenai tata carg pelaksanaan penjualan, tukar menukar,
hibah. dan penyeraan modal pemerintah deerah atas barang milik daerah diatur
dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada kehijakean umum pengsiclagn
barang milik daerah.
Bagian Keenam
Perindungan Barang Milik Daerah Bemilai Sejarah
Pasal &8
Barang milik daerah vang memiliki nilai =gjarah dan! atau budaya tidak dapat
divbah bentuk asalhya, dipindahtangankan, dihapuskan dand daftar barang
inventaris dan tetap dikelola dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Paszl 89

(1) Penggunal Kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pancatatan barang

FENGELDUAAN RARANG W (7 DA SRAN
HABLPATEN THRALAR,




(<}

{3

milik d=erah ke dalam Daftar Barang Fengguna (DBPY Daftar Barang Kuas
FPengguna (CBKP) manurut perggolongan dan kodifikasi barang,

Pancatatan barang milik dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F.

Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pancatatan dan pendaftaran

barang milik dserah sebagzimana dimaksud pada ayat (1) dalam Caftar
Barang Milik Daerah (DBMD.

Fasal 50

Pengalola menyimpan seluruh dokumen kepsmilikan barang milik daarah,

{n

(23

{3)

f4)

{=)

(8).

FENSELLN AAN SARANE WL DIERAH
HABUPATEN TARALAFR.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 81

Fengelola dan pengguna melaksarakan sensus Earang milik daerah setiap 5
tima) tahun sekal untuk menyusun Buku Inventaris dan Bulku Induk
Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah,

Fengelola bertanggung pawak atae pelaksanaan sensus barang milik daerah.

Pelzkeanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelcla paling lama 3 ftiga)
bulan setelah selesainya sensus.

Badan Pengelola Keusngan dan  Asset Daergh menghimpun  hasil
inventarisasi barang milik daerah,

Barang milk dasrsh yang berupa persediasn dan  karstruksi dalam
pengeraan dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat
{1).




Bagian Ketiga
Pelaporan *
Pagal 82

(1) Pengguna/ Kuase Penggung menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan.

{2) Laporen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1] disampaikan kepada Bupati
melalui Pengelala.

(3) Badan Fengelalz Keuangan dan Asset Daersh menghimpun laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik daerah
(LBMD).

Pasal 93

{1} Laporsn Barang Milik Daerah sehagaitmans dimaksud dalam Pasal 92 ayat
{3, digunakan sebagai bahan untuk menyusun Noraca Femerintah Dasrah.

{2} Leporan sebagaimana dimoksud pada ayat {1} disampaikan secarg
barjenjang.

Pasal 94

Untuk mamudahkan pendafizran dan pencatatan serta pelaporan barang milik
dasrah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 91
dan Pasal 92, menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Asset.

, BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 85
{1} Menteri Dalam Negsri melakukan pembinaan pengololagn barang  milik
dasrah.
PENGELCYARN BARANG MLY DAERAH

FABUPATEN TAMALAR



(2)

{1

{2)

(2)

{1

{2

{3

Bupati menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pambinzan pengelolasn
barang milik dagrah, -

Baglan Kedug
Pengawasan dan Pengendafizn
Pazal 96

FPengguna. mealakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan,
pemanfaatan,  pemindahtanganan, penatau=ahaan, pemeliharaan, dan
pengamanan barang millk daerah yarg berada di bawah pEngLasaannya.

Pelaksansan pemantauan dan penertiban sebagiamana dimaksud pada ayat
(T} unitui kantor? unit kerja dilaksanakan aleh Kuasa Pangguns.

Permnbantu Fengelola melakikan pemantauan, pengawasan, monitoring, dan
atas pelaksanaan pengadaan dan pengalolaan barang milik daerah.

Pasal 97

Pengelola berwenang untuk melskukan pemantauan dan investigasi atas
pelakzanaan penggunasn, permanfaatan dan pemindabtanganan barang milik
daerah  dalam = rongka penertban  penggunaan, peEmanfaatan  dan
pemindahtanganan barang milik dacrah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut sebagaimana dirmaksud pada ayat {1), Pengelola dapat
meminta aparat pengawas fungsional atau lembaga audit independen untuk
metakukan  audit atas  pelaksanaan penggunaan, pemanfaalan  dan
pamindahtanganan barangmilik daarah.

Hasil audit sebagaiman dimaksud pada ayat (2) disampaiken kepada

Pengsicla untuk ditindaklanjuti sesusi ketentuan peraturan  perundang-
undangan.,

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cora pelaksansan pengawssan dan
pengendalian atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupeati.

PENGEL LY AN BARANG LK U CAERAH
FACUPATEN TARA &R




BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 9%

{1} Dalam’ rangka pelgksansan tertib administrasi pengslolzan barang mifik
daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada AFBD

(2} Pajabatf pegawai yang melaksanakan pangelolaan barang milik dearah yang
menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daersh dan
ditetapkan dengan keputusan Bupati,

{(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas
diberikan tunjangan  kKhusus yang besarannya disesuaikan  dengan
kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XwI
SANKSI
Pasal 100

{1} Sefiap kerugian daerah skibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran
bukum ates pengelolzan barang milik deerah diselesaikan melafui tuntutan
ganti i sesugi dengan peraturan perundang-undangan.

(2} Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian dasrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dand atay sanksi pidana
sesud dengan peraturan perundang-undangan

{3) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkand menguasai barang
milik daerah tanpa dilengkapt dengan dokumens parjianjian yang sah atay
yang dialur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

FENGELILAAN BARANG WLIK DAERAH
FASLUPATEN TARALAR,




BAR xvil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101

Barang-barang  yang barads dalam pengussaan Pamednteh Dasrah dan
digunaken uniuk hkepentingan Pemerintah  Daerah, pengelolaannya  menjadi
tanggung jawab Pemernintah Daegrah.

Pasal 102

(1) Barang milk daerah yang digunakan oleh badan layanan umum dasrah
merupakan kekayaan daerah yang tidak diprsshkan untuk menyalenggarakan
kegiatan badan layanan umuem daerah yang bersangkutan;

{21 Pempelsiaan barang milik dserah sebagaimana dimaksud pada ayst (1)
mengikut] ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dastah ini, kecuali terhadap
barang-barang tertenty yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah
tentang Badan Layvanan Umum Daerah;

{31 Barang milik daerah yang lelah dipisahkan kepada BUMD, tetap merupakan
kekaysan deerah yang setiap tabun dilaporkan pertanggungiawabannya
kepada Bupatl.

BAB Xvill
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103

(1} Barang miiik»daerah befupa tanah dand atau bangunan yang telah ada
sebelum bedakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan Invenltarisasi dan
dizelesaikan dokumen kepemilikannya.

{2) Inwventarizasi dan penyelesaian dokumen kepermiiikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) tahun.

{3) Selurub barang milik daerah yang dimanfaatkan cleh Pihak Ketiga baik datam
bentuk karjasama maupun yang elah dipisahkan, daelam jangka wakiu paling
famz 1 {satu} tahun telah dilakukan penyesuaian dokumen perjanian sasuai
dengan Paraturan Daerab ini.

PENGE OLAAN BARANG MLK DAERAH
FAFIPATEN TAKALAR.




{3} Barang milik dasrak yang berada dalam penguasaan denf atay pengeiclaan
perorangan atau badan hukum yang belum memilik gokumen perjanjian,
maka paling lama 1 {satu) tshun dilakukan penyesuaian sesuai dengan
Peraturan Daerah ini,

(5) Semua biaya yang timbul sebagai akibat peiaksanaan ketantuan dalam Pasal
104 dibebenkan pads APED.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 104

Pada saat bartakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur
mengenai pengelalaan barang milik dasrak yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak beriaky.

Pasal 105
Ketentuan pelakzanaan sebagai tindak lanjut Pergturan Daersh i wigjib

ditetapkan paling lama 1 {=atu} tahun terhitung sejak Peratwran Daerah ir
diurdangkan. '

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai beraky pada tanggal diundangkan,

Agar =etiap orang mengetshuinya, memerntahkan pengundangan  Peraturan
D=erah ini dengan pensmpatannya dalam Lermbaran Daerah Kahupaten Takalar,

FPENGELOLAAN BARAN MILIK DAERAH
FKABLFAI PN TAKALAR,




Disabkan di Takalar

Fade Tanggal 21 November 2007

P

Diundangkan di : Takalar

A i F‘a-mbina Utama Muda
Mip . 58D 047 B3m

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2007 NOMOR 09

FENGELOLAAN RARANE MILIK DSERAH
KABLIPATEN TAKALAR.




